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RINGKASAN

7

Skripsi yang berjudul “Pe]éksanaan Perjanjian Kredit Ussaha Tani Pada
KUD. Bhinneka Tunggal Ika” ini berlatar belakang pada peranan KUD. “Bhinneka
Tunggal Tka™ dalam menyalurkan Kredit Usaha Tani (KUT) kepada anggotanya yang
tergabung pada kelompok-kelompok tani. Penyaluran KUT oleh KUD. “Bhinneka
Tunggal Tka” kepada anggotanya merupakan suatu langkah yang sangat significant
karena sebagian besar anggota KUD. “Bhinneka Tunggal Ika” menggantungkan
hidupnya pada sektor pertanian dan sangat membutuhkan kredit tersebut guna
membiayai usaha taninya

Pada pelaksanaan KUT ini terdapat beberapa pola, salah satunya adalah
koperasi/LSM berkedudukan sebagai pemberi kredit (executing agent) kepada
petani/kelompok tani yang menjadi anggotanya. Dalam kedudukannya sebagai
pemberi kredit (executing agent) tersebut koperasi/LSM bertanggung jawab atas
pelaksanaan dan resiko pengembalian KUT.

KUD “Bhinneka Tunggal lka” dalam kedudukannya sebaga: Koperasi
pemberi kredit (executing agent) bertanggung jawab pada pelaksanaan dan resiko
pengembalian KUT. Dalam pelaksanaan KUT ini KUD. “Bhinneka Tunggal Tka”
berusaha untuk melaksanakan KUT dengan sebaik-baiknya agar para anggotanya
vang tergabung dalam kelompok tani yang mengajukan KUT tersebut guna
membiayail usaha taninya

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui tangguhg jawab KUD. “Bhinneka
Tunggal lka” pada resiko pengembalian KUT apabila anggotanya melakukan wan
prestasi sekaligus untuk mengetahui langkah-langkah yang diambil oleh KUD.
“Bhinneka Tunggal Ika”. Dalam penulisan skripsi im penulis menggunakan
pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan menelaah peraturan-peraturan mengenai
kredit usaha tani, khususnya pada Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Pertanian

dengan Menter1 Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah Nomor
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S97/KPTS/B M.530/7/19 98
04/3KB/M/V  T/1998

tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Tani

Intensifikasi Padi, Palawija dan Hortikultura, serta peraturan pelaksananya, serta
pasal-pasal dalam KUH Perdata yang berkaitan dengan perjanjian dan perbuatan
melawan hukum sebagai pemecahan masalah serta pendekatan Yuridis Normatif
untuk mengetahui bagaimanakah pelaksanaan KUT tersebut di lapangan, khususnya
yang berkaitan dengan penyelesaian wan prestasi yang dilakﬁkan oleh anggota KUD
“Blinneka Tunggal Ika”.

Pada kesimpulan skripsi ini penulis antara lain menyimpulkan bahwa
sebagian besar petani‘kelompok tani anggota KUD. “Bhinneka Tunggal Ika”
membayar KUT dalam bentuk tunai dan tidak dalam bentuk natura dikarenakan
dengan menggunakan pembayaran dalam bentuk natura maka petani/kelompok tani
anggota KUD. “Bhinneka Tunggal Tka” dapat menggunakan hasil penjualan panenan
itu untuk kepentingan lainnya sehingga penulis menyarankan perlunya kesadaran
petani/kelompok tani akan pentingnya KUT bagi pembiayaan usaha taninya sehingga
mereka melaksanakan kewajibannya untuk mengembalikan KUT tepat waktu dan
tepat jumlah.

-

%xii
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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 33 Ayat (1) menyatakan bahwa
perekonomian disusun sebagai  usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan,
Dalam penjelasannya antara lain dijabarkan mengenai dasér demokrasi ekonomi,
bahwa produlsi dikerjakan oleh semua, untuk semua, untuk semua dibawal pimpinan
atar pemilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang
ditamakan, bukan  kemakmuran orang seorang, sebab itu perekonomian disusun
sebagal usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan, Bangun perusahaan yang
vesual dengan ity adalah koperasi. &

Fenjelasan diatas telah memberikan gambaran yang jelas kepada kita buhwa
keperasi merupakan bentuk usaha ekonomi yang paling sesuai dengan kondis bangsa
Indonesia, karena mencerminkan kepribadian bangsa Indonesia yang bercirika
kekelirgam  dan kegotong royongan, sehingga koperasi harus menempati  dirj
sebagat soko guru perekonomian nasional,

Pada pelaksanaan pembangunan nasional khugusnya dalam pembangunar
ekonomi, pembangunan pada sektor koperasi nendapatkan perhatian yang cukup
besar dalam  rangka meningkatkan kesejahterann rakyat, disamping untuk
memperkacil terjadinya kesenjangan ekonomi yang cukup tajam dalam masyarakat,
keberhasilan pembangunan pada sektor koperasi akan mendukung  keberhasilarn

pembangunan ekonomi nasional Hal ini sesuai dengan pasal 3 Undang-undang

Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, bahwa koperasi bermyuan untuk
memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan "masym'akat pada umiumnya,
seita membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan
masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila day Undang-undang Dasar
1945,
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Saluli satu bentuk koperasi yang tumbuh dan berkembang ditanah air kita
adalal koperasi unit desa (KUD). KUD adalah crganisasi ekonomi yang merupakan
wadal bagi pengembangan berbagai kegiatan ekonomi masyarakat pedesaan yang
dizelenggarakan olel dan untuk masyarakat pedesaan itu sendiri serta member
pelayanan kepada anggota dan masyarakat. (Departemen Tenaga Kerja, Transmigrusi
dany koperasi 1981:24).

F UL bergerak dalam berbagai unit-unit usaha yang menunjaug ekounonu
masyarakat pedesaan. Diantara unit-unit usaha tersebut adalah unit usaha perkreditun,
At fain kredit usaha tam (KUT) kepada anggotanya.

Bvl'(‘.:@lfkﬂﬂ Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Pertunian dengan
Menteri Foperasi Pengusaha Kecil dan Menengah Nomor S97/EPTS/BM.530/7/1998

04/SEB/M/VII/1998
lentang Pedoman Pelaksanan Kredit Usaha Tani Intensifikasi Padi, Palawija dan
hortikultura, Pasal 1 ayat (1), bahwa KUT adalah kredit modal kerja yang diberikan

olelt bank pemberi kredit kepada koperasi primer atan LSM untuk keperluan petani
auna memblayai usaha taninya dalam rangka Intensifikasi Padi, Palawya dan
hortikultura.

Pengadaan KUT oleh anggota kepada anggotanya merupakan suatu langkah
yang sangat signifikan, mengingat sebagian besar anggotanya KUD adalah
masyarakal pedesaan, yang menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian, serta
sesual dengan tujuan dari KUT itu sendiri yaitu mendorong peningkatan produksi
pangan, memperluas kesempatan usaha dan penyerapan tenaga kerja, meningkatkay
kegiatan ckonomi masyarakat dan menanggulangi kemiskinan, serta mendorong
tumbuhnya berbagai sektor kegiatan ekonomi dipedesaan (Kanwil Departemien
Foperasi Pengusaha Kecil dan Menengah Jawa Timur, 1998 : 2).

Dalam pelaksanaan KUT, pendistribusian KUT kepada petani/kelompok tani
menggunakan beberapa pola, salah satunya adalah KUD berkedudukan sebagui
koperasi pemberi kredit (executing agent) yang berfungsi sebagai pelaksana FUT

kepada unggotanya yang tergabung dalam kelompok-kelompok tani, tanggung juwab
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pelaksanaan tugas dan resiko pengembalian KUT berada pada KUD yang
bersangkuatan.

Yang menarik untuk dikaji ’adalﬂh tanggung jawab KUD terhadap resiko
pengembalian KUT, hal ini membuka peluang adanya permasalahan teoritis yaitu
apabila didalam pelaksanaan KUT itu terjadi wan prestasi yang dilakukan oleh
anggota KUD penerima KUT, maka KUD-lah yang bertanggung jawszb untuk
menanggung resiko pengembulian KUT tersebut sehingga KUD dituntut untuk
mampu menyelesaikan terjadinya perbuatan wan prestasi yang dilakuka olel
anggotanya itu. Berangkat dari latar belakang yang demikan aka penulis tertarik
untuk menyusun skripsi dengan judul : “PELAKSANAAN PERJANJIAN
KREDIT USAHA TANI PADA KUD « BHINNEKA TUNGGAL IKA”
SUKOWONO JEMBER”.

1.2 Permasalahan ‘
Penulis membatasi permasalahan dalam Sk.ri;)si pada rumusan masalah sebagai

berikut : |

I bagaimana pemberian KUT oleh KUD “Bhinneka Tunggal Tka” kepada

anggotanya ?

2. bagaimanakah prosedur pengembalian KUT oleh anggota penerima K UT kepada
FUD “Bhinneka Tunggal Ika ?

vl

tindakan apa yang dilakukan oleh KUD “Bhinneka Tunggal Ika” terhadap

anggotanya yang melakukan perbuatan wan prestasi dalam pelaksanaan perjanjian
EUT?

-
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1.5 Tujuan Penulisan -

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan ini adalah tujuan yang bersifat
nmum dan tujuan yvang bersifat khusuls, yaitu :

1.3.1 Tujnan Umum

‘Tujuan umum yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalal tujuan
yang bersifat akademis, yaitu :

I untuk memenuhi persyaratan akademis yang telah ditentukan dalam raugka untuk
memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember
Sebagar sumbangsih pemikiran dari penulis dalam rangka untuk mengembangkan
Hmu Hukum, Khususnya Hukum Koperasi kepada almamater, pemerintali,

prakiisi koperasi serta masyarakat pada umurinya

1.3.2  Tujuan Khusus
Tujuan khusus dari penulisan skripsi ini adalah -

L. untuk mengetahui mekanisme pemberian KUT kepada anggota KUD

i8]

untuk mengetahui proserdur pengembalian KUT oleh anggota KUD
3. untuk mengetahu tindakan tindakan yang dilakukan KUD kepada anggotannya

yvang telzh melakukan wan prestasi

1.4 Metodologi

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metodolog sebagm
berikut:
L4.1 Metode Pendekatan Masalah

Permasalahan yang dikaji dalam penulisan skripsi ini adalah’ permasaluhan
vang termasuk dalam lingkup ilmu hukum. IImu hukum membahas mengenai hukum,
dam didalam pelaksanaan nya hukum selalu mengikuti perkembangan masyarakat
sehingga perlu dikaji mengenai hukum dan pelaksanaannya dalam masyrakat. Oleh
karena ifu penulis menggunakan metode yuridis normatif dan yuridis empiris sebagai

berilat :
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4. Pendekatan Yuridis Normatif

l’z:rnzmﬁ]fdiau yang dikaji adalah bahan pustaka berupa pendapat-pendapat
para ahli yang dituangkan dalam tulisan ilmiah, disamping peraturan perundang
undangan mengenai perkoperasian, khususnya yang berkenaan dengan Undane-
undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian  berserta peraturan
pelaksanaannya .
b, Pendekatan Yuridis Empiris

Vaitu pendekatan masalah  yang dilakukan dengan melakukan pengamatan
daie penehitian dilapangan tentang pelaksanaan pertauran perundang-undangan
nengenal perkoperasian ditengah-tengah masyarakat, khususnya yang terkait dalumn

ruang lingkup permasalahan.

1.42 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini meliputi sumber data
primer dan sumber data sekunder, yaitu :
a. Sumber Data Primer B

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh secax"a langsung dari
pihak-pihak vang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam skripsi ini. Oleh
karena itu penulis melakukan wawancara dengan pengurus dan manager KUD
“Bhinneka Tunggal Ika” Sukowono Jember.
b. Sumber Data sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh melalui balin-
bahan kepustakaan, khususnya yang menyangkut tentang peraturan perundang-
undangan mengenai koperasi unit desa dan kredit usaha tani, yang menjadi dasar

didalam pelaksanaan KUT oleh KUD kepada anggotanya.

143 Metode Pengumpulan Data
Melode Pengumpulan data yang digunakan oleh penulis didalam penulisan

skripst int adalah dengan menggunakan studi literatur dan studi lapangan, yaitu
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4. Studi Literatur

Taitu dengan membaca dan menelaah buku-buku karangan para ahli dan
peraturan perundang-undangan, serta data-data lain yang berkaitan dengan nasalah
yang dibahas, yang dituangkan didalam media massa seperti koran dan majalah untuk

kemudian cijadikan dasar dalam menganalisa deta-data yang diperoleh dilapangan

b, Studi Lapangan

Yaitu mefode mendapatkan data dengan cara mencari informasi vang
berkattan - dengan  permasalahan yang dibahas dengan melakukan wawancura,
khususnya dengan pengurus dan manager KUD “Bhinneka Tunggal Tka® Sukowono

Jember

1.4.4 Analisa Data

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan analisa deskriptif kualitalif;
vartu dengan menganalisa dan mengolah data-data yang diperoleh melalui studi
lifteratur maupun studi lapangan dan menuangkannya kedalam suatu bentuk tulisan
vang logis dan sistematis serta dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya secara
miali.

Akhirnya didalam penulisan skripsi ini ditarik suatu kesimpulan dengan
menggunakan metode deduktif, Yaitu dengan menggunakan pengetahuan yang

bersifat umum yang digunakan untuk menilai pengetahuan yang bersifat khusus.
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BAB I
FFAKTA, DASAR HUKUM DAN KAJIAN PUSTAKA

2.1 Fakta

Foperasi Unit Desa (KUD) “Bhinneka Tunggal Tka” berdiri tanggal 30 Juli
1980 dan  berstatus sebagai badan hukum dengan badan _rhukum Nomor
A8S6/BH/1/1981 tanggal 10 April 1981, KUD ini berdasarkan SK Menteri Koperasi
nomor  960/KEP/XI/1990 tanggal 23 Nopember 1990 ditetapkan sebagai K.UD
mandurt,

KUD “Bhinneka Tunggal Ika” berkedudukan didesa Sukosari, Kecamatan
Sukowono, Fabupaten Jember dengan wilayah kerja Kecamatan Sukowono yang
melipuli 12 desa serta memiliki anggota sebanyak 3800 orang, yang sebagian besar
Dermata pencahanan sebagai petani.

FUD im bergerak dalam dalam berbagai jenis kegiatan usaha, salah satunya
adalal penyaluran kredit usaha tani (KUT) kepada anggotanya. Dalam pelaksanuan
RUT i KUD “Bhinneka Tunggal Tka” bertindak sebagai pelaksana pemberi kredit
(executing agent), artinya setelah mencairkan KUT dari bank pelaksana, yaitu Bank
Raicyat Indonesia (BRI) Cabang Jember, KUT tersebut oleh KUD “Bhinneka
Tunggal Tka™ disalurkan kepada petani melalui kelompok-kelompok tani.

FUT merupakan modal kerja dengan bunga modal sebesar 10,5 % pertahun
vange diberticn kepada petani melalui kelompok tani dengan luas lahan maksinial 2
heltar, dengan nilai kredit maksimal Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Pada pelaksanaaan KUT tahun 1998/1999 di Kecamatan Sukowono, k(']
diberdan untuk membiayai intensifikasi padi vang diberikan dalam paket-puke:
sebaga berihut
L. Sarana Produkst Padi (Saprodi) dengan nilai kredii maksimal Rp. 1350.000.-

vang melipuli ;

I pengadaan benih, dengan jumlah benih padi sebanyak 40 Kg/ hektar
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pupuk, dengan ketentuan :
2. pupuk urea, sebanyak 3 kwintal/hektar
3. pupuk TSP, sebanyak 1,25 Kwintal/hektar
4. pupuk F.CL, sebanyak 1 kwintal/hektar
S pupuk ZA, sebanyak 1 kwintal/hektar
6. pupuk ‘ZP'I‘/PI’C Jumlahnya tergantung pada rekomendasi PPL, setempat
7. pestisida, jumlahnya tergantung pada rekomendasi pengamat hama Bala
Penyuluh Pertanian (BPP).
2. Biaya garap dan biaya pengolahan dengan jumlah kredit maksimal Rp. 625.000,-
Pada pelaksana KUT tahun 1998/1999 KUD “Bhinneka Tunggal Tka”
menyalurkan FKUT sebesar Rp. 904.202.336,- kepada SO kelompok taui. Penyaluran
EUT tersebut dilakukan melalui 2 (dua) gelombang, pertama KUT disalurkan
kepada 34 kelompok tani sebesar Rp. 537.434.012,- yang jatuh tempo pada bulan
Desember 1999, KUT yang dikembalikan per 30 Desember 1999 sebesar Rp.
134.167.500,-. Sedang pada gelombang kedua KUT yang telah disalurkan sebesar
Rp. 374.677.400,- kepada 16 kelompok tani yang jatuh tempo pada bulan Februar
2000 dengan jumlah KUT yang telah dikembalikan per 30 Desemnber 1999 sebesar
Rp. 65.135.000.- Untuk perlaksanannn KUT pada tahun 1999/2000, 1UT yang akan
disalurkan diproyeksikan sebesar Rp. 1.124.000.000,- kepada 22 kelompok tani.
(Hastl wawancara dengan Bapak Drs. M. Rofiq, Manager, dan, Bapak Yoyok
Windarto, Fabag KUT KUD “Bhinneka Tunggal Ika™ Biecmnaﬂtzm Sukoworo,

Kabupaten Jember).

2.2 Dasar hukum
1. Eitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) :
a. Pasal 1313 KUH Perdata ;

Perjanjian adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan

dirt pada satu orang atau lebih lainnya.
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fad

Pasal 1320 KUH Perdata :

Untuk sahnya perjanjian diperlukan empat syarat :

1. Sepakat mereka mengikaika‘n dirinya

2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian

3. Suatu hal tertentu

4. Satu sebab yang halal.

Pasal 1338 KUH Perdata :

Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang berlaku
mengikal bagi mereka yang membuatnya. Perjanjian-perjanjian itu tidak dapat
ditarik kembali selain sepakat kedua belah pthak karena alasan yang oleh
undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Perjanjian-perjanjian harus
dilaksanakan dengan itikad baik.

Pasal 1365 KUH Perdata ;

Tiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian pads oréng lain
mewajibkan kepada orang yang bersalah menimbulkan kerugian itu mengganti |
kerugian itu.

Undang-undang Nomor 7 Tzhun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3472).

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3502).

Sural  Feputusan Bersama Menteri Pertanian dengan Menteri Foperasi

Pengusaha Kecil dan Menengah Nomor 377/EPTS/B_MS530/7/19 98 tentang
D4/SKB/M/V  TI/1998

Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Tani untuk Intensifikasi Padi, Palawija dan
Hortikultura.
Petunjuk Bersama Direktur Jenderal Pembinaan Koperasi Pedesaan Departemen

Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah dan Sekretaris Pengendali Bimas
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06/SKB/EBK/ VII/1998
103/KPT/SE K/SPB/VI/ 1998

Teknis Kredit Usaha Tani Intensifikasi Padi, Palawija dan Hortikultura
6. Svrat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/24/A/KEP/DIR tanggal 7
Me1 1998 tentang Kredit Usaha Tani.

7. Yurisprudensi-yurisprudensi mengenai Fiducia :

Departemen Pertanian Nomor tentang Petunjuk

I Arrest Hooger Rechstshoftanggal 18 Agustus 1932

2. FKeputusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 158/1950/Pdt tanggal 22
Maret 1951

[

Feputusan M.A. Nomor 372 K/SIP/1970 tanggal 1 September 1971.
{
2.3 Kajian Pustaka

2.3.1 Pengertiun Koperasi

Menurut Suwandi (1981 : 1) bahwa koperasi berasal dari kata “C ooperation”,
vang berarti kerja sama vaitu dari kata “Co” yang berarti bersama-sama dan
“Operation” yang berarti bekerja, jadi “Cooperation” berarti adalah “bekerja sama”,
kalan dari bahasa Belanda adalah Cooperatie. Pengertian koperasi tersebut hampir
swna dengan pengertian koperasi menurut Purwosutjipto (1986 : 183) bahwa koperasi
(cooperation-cooperatie) berarti kerja sama Dengan adanya kerja sama antara
beberapa orang, suatu tujuan yang sukar dapat dicapai dengan mudah Dengan
demikian koperasi adalah “suatu kerja sama” antara beberapa orang yang tidak
bermodal untuk mencapai tujuan kemakmuran.

Dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian pasal 1
ke 1, bahwa :

“Koperasi adaleh Badan Usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum
koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip koperasi

sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan”
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Berdasarkan ketentuan di atas, maka unsur-unsur dalam koperasi adalah

1. Merupakan badan usaha

!\-J

Beranggotakan orang atau badan hukum operasi

(V5]

Melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi

4. Merupakan gerakan ekonomi rakyat

N

Berdasarkan atas asas kekeluargaan (kegotong royongan).
Unsur-unsur pokok dalam koperasi tersebut, dapat dirumuskan sebagai

berikut :
. Merupakan badan usaha

Yang dimaksud dengan badan usaha di sini, bahwa koperasi menjalankan
usiha yang ditujukan untuk memenuhi anggotanya dengan tetap mencari keuntungan,
namun keuntungan ini nantinya digunakan untuk kelangsungan hidup koperasi serta
untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya.
2. Beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi

Menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
pasal 15 bahwa koperasi dapat berbentuk koperasi primer, yaitu koperasi yang
didinkan oleh dan beranggotakan orang-seorang (pasal 1 ke 3). Bentuk koperasi
lainnya adalah koperasi sekunder yang didirikan oleh dan beranggotakan koperasi
priner (pasal .1 ke 4).
3. Melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi

Dalam melaksanakan kegiatannya, koperasi harus berlandaskan pada prinsip
koperasi. Menurut UU Nomor 95 Tahun 1992 pasal 5 ayat (1) bahwa prinsip koperasi
adalah ;

1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka;

2

Pengelolaan dilakukan secara demokratis;

3. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding sengan besarnya jasa
usaha masing-masing anggota;

4. Pember an balas jasa yang terbatas terhadap modal;

5. Kemandirian;
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Pasal 5 ayat (2) : {
Dalam mengembangkan koperasi, maka koperasi melaksanakan pula prinsip koperasi
sebagal berikut ; :
1. Pendidikan koperasi
2. Kerja sama antar koperasi.

Dalam penjelasan pasal 5 ayat (1) Undang-undang_Nomor 25 Tahun 1992
disebutkan -

“Prinsip koperasi merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan dalam
kehidupan berkoperasi. Dengan melaksanakan keseluruhan prinsip koperasi tersebut,
koperasi mewujudkan dirinya sebagai badan usaha sekaligus sebagai gerakan
ckonomi rakyat yang berwatak sosial. Prinsip koperasi ini merupakan esensi dari
dasar kerja koperasi sebagai badan usaha yang mempunyai ciri khas dan jati diri
koperasi yang membedakannya dari badan usaha lainnya”.

Huruf'a

Sifat kesukarelaan dalam keanggotaan koperasi mengandung makna bahwa menjadi
anggota koperasi tidak boleh dipaksakan oleh siapapun. Sifat kesukarelaan juga
mengandung makna bahwa seseorang anggota dapat mengundurkan diri  dari
Koperasinya sesuai dengan syarat yang ditentukan dalam Anggaran Dasar koperasi.
Sifat terbuka memiliki arti bahwa dalam keanggotaan tidak dilakukan petnbatasan
atau diskriminasi dalam bentuk apapun.

Huruf'b

Prinsip - demokrasi menunjukkan bahwa pengelolaan koperasi dilakukan atas !
kehendak dan keputusan para anggota. Para anggota itulah yang memegang dan
melaksanakan kekuasaan tertinggi dalam koperasi.

Huruf ¢ _

Pembagian sisa hasil usaha kepada anggota dilakukan tidak semata-mata berdasarkan
modal yang dimiliki seseorang dalam koperasi tetapi juga berdasarkan pertimbangan
Jasa usaha anggota terhadap koperasi. Ketentuan yang demikian merupakan

perwujudan kekeluargaan dan keadilan.
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Hurut'd
Modal dalan koperasi pada dasarnya dipergunakan untuk kemanfastan anggota dan
bukan untuk sekedar mencari keunturigan. Oleh karena itu balas Jasa terhadap modal
yang diberikan kepada anggota juga terbatas dan tidak didasarkan semata-mata atas
besarnya modal yang diberikan. Yang dimaksud dengan terbatas adalah wajar dalum
arti tidak melebihi suku bunga yang berlaku di pasar.
Huruf'e
Eemandirian mengandung pengertian dapat berdiri sendiri tanpa terganiung puda
piliak lain, yang dilandusi oleh kepercayaan dan pertimbungan, keputusan, kenapuan,
dan usaha sendiri. Dalam kemandirian terkandung pula perngertian kebebasun yang
bertanggung jawab, otonomi, swadaya berani mempertanggung jawabkan perbuatan
sendiri dan kehendak u ntuk mengelola diri sendiri.
Pasal 5 ayat (2)
Disamping kelima prinsip sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), - untuk
pengembangan dirinya koperasi juga melakukan dua prinsip koperasi yang lain yailu
pendidikan perkoperasian dan kerja sama antar koperasi. Penyelen ggaraan pendidikan
perkoperasian dan kerja sama antar koperasi merupakan prinsip koperasi vang
penting dalam  meningkatkan kemampuan, memperluas wawasan anggota  dan
memperkuat solidaritas dalam mewujudkan tujuan koperasi. Kerja sama dimaksud
dapat dapat dilakukan  antar koperasi ditingkat lokal, regional, mnasional dun
internasional.
4. Merupakan geralan ekonomi rakyat

Menurut Hatta (1950:50), yang imaksud dengan koperasi sebagal gerakan
ckonomn  rakyat adalah bahwa koperasiluh yang sebatk-baiilnya  pencapa
kemakmuran bagi rakyat yang tidak punya kapital.
5. Berdasarkan atas asas kekeluargaan

Asas koperasi Indonesia adalah asas kekeluargaan dan kegotong royongan.

Hal ini dimaksudkan sebagai landasan kerja koperasi.

13
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Kekeluargaan dan kegotong royongan di sini harug diartikan scbagai aspek
pengukuli atau penguat terhadap ssas bahwa pada koperasi para anggota harus
mampu bekerja dalam satu kesatuan: insyaf dan sadar bahwa semangat bekerja sama
tanpa mementingkan kepentingan pribadi adalah sudah merupakan darah daging
bangsa Indonesia Didalam semangat gotong royong dan bersifat kekeluargaan
tersebut, maka sifat koperasi sebagai badan usaha ekonomi harus tetap diingat yaitu

segl efisiensi (Suwandi, 1981 : 17).

2.32 Koperasi Unit Desa

Salah satu bentuk koperasi yang berkembang di tanah air kita adalah
Foperasi Unit Desa (KUD). KUD bergerak dalam berbagai jenis kegiatan usaha guna
melayani kebutuhan anggotanya serta masyarakat pedesaan,

Menurut Departemen Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi (1981 : 24),
bahwa Koperasi Unit Desa adalah organisasi ekonomi yang merupakan wadah bagi
pengembangan berbagai kegiatan ekonomi masyarakat pedesaan itu sendiri serta
memberi pelayanan kepada anggota dan masyarakat.

Berdasarkan pengertian tersebut di atas, maka KUD adalah koperasi yang
dibentuk oleh dan untuk masyarakat pedesaan serta sekaligus sebagai wadah
pengembangan ekonomi masyarakat pedesaan itu sendiri.

2.3.3 Pengertian Perjanjian
Soebekti (1993 : 112) mengatakan :
Bulu 1T BW berjudul “Perihal perikatan” (Verbintenis) mempunyai arti yang lebih
luas dar1 kata “Perjanjian”, sebab dalam buku III itu diatur juga hubungan hukum
yang sama sekali tidak bersumber pada suatu persetujuan atau perjanjian, yaitu
perihal perikatan yang timbul dari perbuatan yang melanggar hukum (Onrecht
matigedaad) dan perihal perikatan yang timbul dari pengurusan kepentingan orang
lain yang tidak berdasarkan persetujuan (Zaakwaarmeming) tetapi sebagian besar dari
buku MI ditujukan pada perikatan-perikatan yang timbul dari persetujuan atau

perjanjian. Jadi berisikan hukum perjanjian.
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Menurut ketentuan pasal 1233 KUH Perdata, perikatan timbul baik karena
perjanjian maupun karena undang-undang. Dari ketentuan ini dapat diketahui bahwa
sumber perikatan itu adalah perjanj;':'m dan undang-undang,

Perikatan yang timbul karena perjanjian, pihak-pihak dengan sengaja dan
bersepakat saling mengikatkan diri dalam perjajian mana timbul kekuasaan dun
kewajiban pihak-pihak yang perlu diwujudkan. Hak dan kewajiban ini berupa
prestast. Pihak kreditur berhak atas prestasi (Muhammad, 1992 ; 13)

Jalam ketentuan pasal 1313 KUHPerdata disebutkan bahwa perjanjian adalah
suatu perbuatan dengan mana seseorang mengikatkan dirinya tes -'{'uiap satu orang
atau lebih lamnya.

Menuwrut Muhammad (1992: 8), ketentuan pasal 1313 KUH Perdata kurang
begitu memuaskan karena ada beberapa kelemahan, kelemahan tersebut adalah

L menyangkut sepihak saja

Hal ini dapat diketahui dari perumusan “satu orang atau lebih lainnya™, kata
kerja “mengikatkan * sifatnya hanya datang dari satu pihak saja, tidak dari kedua
belah pihak, seharusnya perumusan itu “saling mengikatkan diri”. Jadi ada konsensus
antara para pihak.

2. Fata perbuatan mencakup juga kata kata konsensus

Dalam pengertian “perbuatan” termasuk tidak melaksanakan tugas taups
kinasi  (zaakwaameming matigdaad) yang tidak mengandung suatu konsensus.
Seharnsnya dipakai kata “persetujuan”.

3. Pengertian perjanjian terlalu luas

Pengertian perjanjian dalam pasal tersebut diatas terlalu luas karena mencakup
Juga pelangsungan perkawinan, janji kawin, yang dikaitkan dengan hukum keluarga.
Padahal yang dimaksud dengan hubungan antara debitu dan kreditur dalam lapangan
harta kekayaan saja. Perjanjian yang dikehendaki oleh buku I KUH Perdata
hanyalah perjanjian  yang bersifat kebendaan, bukan perjanjian yang bersifal
personal.

4. Tanpa menyebut tujuan

Dalam perumusan pasal itu tidak disebutkan tujuan mengadakan perjanjian,
sehingga pilik-pihak yang mengikatkan diri itu tidak jelas untuk apa.

Atas dasar alasan-alasan yang yang telah dikemukakan diatas, perjanjian
adalah suatu persetujuan yang mana dua orang atau lebih saling mengilkatkan diri
untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekagaan Hukum yiaig
mengatur tentang perjanjian itu disebut hukum perjanjian (law contract).
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Untuk suatu perjanjian yang sah, menurut pasal 1320 KUH Perdata harus
memenuhi empat syarat, yaitu
1. kata sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. kecakapan untuk membuat suatu perjanjian
3. suatu hal tertentu
4. suatu sebab yang halal

Berdasurkan pengertian dari pasal 1320 U Perdata tersebut, Soebekti (199%
I-20) merumuskan sebagai berikut :
I Kata sepakat mercka yang mengikatkan dirinya

Dengan sepakat atau yang dinamakan perijinan, dimaksudkan bahwa kedua
subyek yang miengadakan perjanjian itu harus sepakat, setuju, atau seia sekata
mengenal hal-hal yang pokok dari perjanjiun yang diadakan itu. Apa yang
dikehenduki oleh pihak yang satu juga dikehendaki oleh pihak yang lain, riercka
menghendak: sesnatu yang sama secara timbal balik.
2. hecakapan untuk membuat suatu perjanjian

Orang yang membuat suatu perjanjian harus cakap menurut hukum. Pada
asasiya sehap orang yang sudah dewasa atau akil baligh dan sehat pikirnya adaluh
cakap menurut hukum.

Dalam pasal 1330 discbutkan sebagai orang-orang yne tidak cakap nntnk
merubual suatu perjanjian
1. orang yang belum dewasa
2. mereka yang ditaruh dibawah pengampuan
3. orang perempuan dalam hal yang telah ditetapkn dalam undang-undang dau semua

orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian
terlentu.

3. Suatu hal tertentu

Apa yang diperjanjikan, hak-hak dan kewajiban kedua pihak jika timbul suatu
perselisihan barang yang dimaksudkan dalam perjunjian paling sedikit harus

ditenfukan jenisnya bahwa barang itu tidak ada tidak diharuskan oleh undang-undang,

S | WILK PERPUSTAKAAN
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Juga jumlahnya tidak perlu disebutkan asal gaja kemudian semua dapat dihitung atau
ditetapkan.
4. Suatu sehab yang halal ’

Untul: sahnya suatu perjanjian harus ada suatu orzaak (causa) yung
chperbolehkan oleh undang-undang

Berdasarkan pasal 1338 KUH Perdata, perjanjian yang dibual secara sl
berlaku sebaga undung-undang bagi mereka yang memblmln'yaj tidak dapat ditarnk
kembali tanpa persetujuan kedua belah pihak atau karena dasar alusan yang cukup
mweuwut undang-undang yang harus diluksanakan dengan ttikad baik.

Menurat Muhammad (1992 :88), dalam ketentuan pasal 1338 KU Perdata
terdapat tiga unsur, yaitu

L. Berlaku sebagai undang-undang

Perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi pihak-pihak, artinya piliak-
piliak harus menaati perjanjian sama halnya dengan menaati undang-undang, yang
mempunyai akibat hukum tertentu, yaitu sanksi hukum. la akan mendapat hukurnan
sepertl yang telah ditetapkan dalam undang-undang,

2. Tdak dapat ditarik kembali secara sepihak

Perjarjian yang dibuat secara sah mengikat para pihak Perjanjiau icrsebul
tdak dapat ditarik kembali atan dibatalkan secara sepihak saja. Jika ingin menarik
kembali atau membatalkan itu harus memperoleh persetujun pihak lainnva. Jadi
diperjanjikan lagl. Namun demikian alasan-alasan yang cukup menurut undang-
undang, perjanjian dapat ditarik kembali atan dibatalkan secara sepihak.

3. Pelaksanaan [tikad baik.

Yang dimaksud dengan itikad baik dalam pasal 1338 KUH Perdata aduluh
bahwa didalam pelaksanaan suatu perjanjian itu harus berjalan dengn mengindahkai
norma-norma dan kesusilaan.

Dalum  pelaksanaan suatu perjanjian terkadang salah satu pihak tidak
melakukan suatu prestasi, yang ovukan disebabkan oleh keadaan memaksa
sebagaimana yang diperjanjian atau wan prestasi, yaitu
I tidak melalukan apa yang disanggupi akan dilakukan

2. melaksanakan apa yang diperjanjikannya tidak sebagaimana yang diperjanjikan

1%
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3. melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat
4. melakukan sesuaty yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Wan prestasi mengakibatkan kerugian bagi pihak lain, schingga pihak yang
melakukan wan prestasi tersebut harug memberikan gati rugi yang timbul sebaga
akibat dari adanya wan prestasi itu. Dalam pasal 1365 KUH Perdata disebutkan -
“Tiap perbuatan melawan hukum, yang menimbulkan kerugia pada orang luin,
mewajibkan orang vang bersalah menimbulkan kerugian itﬁ mengganti kerugian
lersebut™,

Duari ketentuan pasal 1365 KUK Perdata tersebut, suatu perbuata dikataka
welawan hukum apabila memenuhi unsur-unsr sebagai berikut :

1. adanya perbuatan yang melawan hukum

[ 5]

- perbuatan tersebut menimbulkan kerugian pada orang lain

fra

- adanya kesalahan yang telah dilakukan
4. adanya hubungan kausal antara perbuatan yang dilakukan denga kerugian vang
timbul.

Menurut Soebekti (1998 : 45), terhadap wanprestasi (kelalaian atau kealpaan)
s berhutang  atau debitur sebagai pihak yang wajib melakukan sesuatu) diancan;
sanksi atau hukuman. Hukuman atay akibat-akibat yang tidak enak bagi debituwr yung
lalai ada emipal macam, yaitu
fertama, membayar kerugian yang diderita ole kreditur atau dengan singkat
dinamakan ganti rugi. "
Kedua, pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan pe:;ian_iiz‘m
£etiga, peralihan resiko

Heempat, membayar biaya perkara, kalan sampai diprkarakan didepan hakin.

2.3.4 Perjanjian Kredit Usaha Tani
Menurut ketentuan pasal 1313 KUHPerdata, bahwa perjanjian adalah suaty

perbuatan dengan mana saty orang atau lebih mengikatkan dirinya pada satu orang

atan lebih lainnya. Dikarenakan adanya beberapa kelemahan dalam pasal 1313 KUH
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Perdata tersebut, maka Muhammad (1992 :88) merumuskan perjanjiun ity sebaga
suatu persetuyjuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan dirt untuk
melaksanakan hal dalam lapangan hukum kekayaan.

Menurut Soebekti (1993:16), yang dimaksud dengan melakukan suatu hal
dalam lapangan harla kekayaan adalah melaksanakan sesuatu vang dapat dinla
dengan uang, ,

Sedangkan menurut ketentuan pasal 1 ke | Surat Keputusan Bersama (SKR)
Menteri Pertanian dengan Menteri Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah Nonor
SOTEPTS/BM.5307/1998 tentang Pedoman Pelaksanakan ¥redit Usaha Tani
Ud/ SEB/MIVIL 1998
Intensifikasi Padi, Palawija dan Hortikultura bahwa kredit usaha tan adalah keedit
kredit modal kerja yang diberikan oleh bank pemberi kredit kepada koperusi primer
baik sebagai pelaksana kredit atau lembaga swadaya masyarakat untuk keperluan
petani yang tergabung dalam kelompok tani gun membiayai kelompok taninya dalain
rangka intensfikasi padi, palawija dan hortikultura

Berdasarkan ketentuan-ketentuan diatas, maka perjanjian kredit usaha tani
adalall suatu perjanjian dengan mana bank pemberi kredit, koperasi primer utau
fembaga  swadaya masyarakat saling mengikatkan diri untuk melaksanakan
pemberian kredit atau penyaluran kredit kepada petani yang tergabung dalam
kelompok tani guna membiayai usaha taninya dalam rangka untuk intensifikasi padi,

palawija dan hortikultura.

2.3.5 Jenis-jenis Kredit Usaha Tani
Berdasarkan  petunjuk  bersama Direktur Jenderal Pembinaan  Koperas)
Penguzaha Kecll dan Menengah dan Sekretaris Pengendali BIMAS Departernen
Pertanian Nomor : 06/SKB/BK/VII/1998 tentang petunjuk teknis penyaluran KU1
103/KPT/SER/SPR/VII/1998

untuk intensifikasi padi, palawija dan hortikultura, maka usaha-nsaha yang dibiayai
E.UT adalah ;
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1. intensitikasi padi
2. intensifikasi palawija _
a. tanaman umbi-umbian, seperti : talas, ubi kayu, ubi Jjalar
b. tanaman kacang-kacangan seperti : kacang tanah, kacang kedelai dan kacang

hijau

(o)

- Intensifikasi hortikultura, yang meliputi :

L tanaman buah-buahan, seperti nanas, pepaya, pisang, markisa, Jeruk dan saluk.
b. tmarnan sayuran, scperti jagung merah, kentang, bawang merah, dan bawung
putily.

EUT untuk intensifikasi hortikultura diberikan secara selektif berdisarka,
daeralt atau komoditasnya dengan memperhatikan pola pembiayaan hortikultura yang
sudah berjalan didaerah yang bersangkutan serta mempunyai prospek pernusaran,
khusus KUT untuk komoditi hortikultura yang berupa nanas, pisang, pepuaya.
markisa, jeruk dan saluk hanya diberikan dalam rangka pemeliharasn tanaman yang

sudah menghasilkan atau paling lama satu tahun sebelum menghasilkan,
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BAB 111
PEMBAHASAN

3.0 Pemberian KUT kepada Anggota KUD “Bhinneka Tunggal Ika”
redit Usaha Tam merupakan kredit yang sangat lunak | artinya kredit
vang ditujukan untuk intensifikasi padi, palawija dan hortikultura ini diberikan
penerintall kepada petant yang tergabung dalam kelompok tani dengan bungs
modal hanva 10,5 % pertahun, tanpa menggunakan agunan (Bangkit, Nomor 8
tahun 11 22-28). ‘
Bevdasarkan Swrat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Pertanian dengan
Menten L operasi Pengusaha  Kecil dan Menengah Nomor
SOTPTS/BM.530/7/1998  tentang Pedoman Pelaksananan Kredit Usaha Tuani
OHSEB/NVIV]I998
Intenstlikasi PadiPalawija dan Hortikurtura, pada Bab Il mengenai mekanisme
Penyaluran Kredit, pada pasal 2 disebutkan bahwa penyaluwran KUT kepada pelani
dilakswnakan melalui empat pola sebagai berikut :
1. Polal
4. KUT diberikan kepada Koperasi sebagai pelaksana pemberi KUT (executing
agent) untuk disalurkan kepada petani melalui kelompok tani
b. TTA/PEL bertindak sebagai pendamping /Pembina Koperasi
2. Pola II
w. FUT diberikan langsung kepada kelompok tani untuk disalurkan kepada
angeotanya dan koperasi dalam hal ini sebagai penyalur KUT
b. TTA/PEL bertindak sebagai pendamping Koperasi
3. Pola I
a. KUT diberikan kepada Koperasi sebagai pelaksana pemberi KUT (executing
agent) untuk disalurkan kepada petani melalui kelompok tani
b. KUT diberikan langsung kepada kelompok tani untuk disalirkan kepada
anggotanya dan koperasi dalam hal ini sebagai penyalur KUT (Channeling
agent)
21
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¢. LSM bertindak sebagai pendamping/pembina koperasi

Pola IV

Apabila bank pemberi kredit menilai LSM layak dan me:‘{enuhi syaral
penmohonan kredit, maka KUT diberikan kepada kelompok tani melalui LSM

vang bersangkutan  sebagai pelaksana pemberi kredit (executing agent) yang

Juga bertindak sebagal pendamping /pembina pada tahap awal, oleh karena

kelompok tam binaan LSM fersebut belum dapal membentuk koperasi dan
pada tahap berikutnya kelompok tani yang bersangkutan didorong untuk
membentuk koperasi.

Untuk memperoleh KUT tersebut, pengurus koperasi/LSM dan seluruh

kelompok tani dalam satu wilayah dapat memilih salah satu pola penyaluran yang

dikehendald,

Berdasarkan petunjuk bersama Direktur Jenderal Pembinaan Foperasi

Departemen  Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah dengan Sekretaris

Pengendali Bimas Departemen Pertanian  Nomor 06/SKB/BK/VI1998

103/KPT/SEK/SPB/VII/1998

tentang Petunyuk Teknis Penyaluran KUT untuk Intensifikasi padi, palawija dan

hortikultura bahwa prosedur perencanaan dan pengajuan KUT adalah sebagai

berikut :

1.

‘ed

A

petani/kelompok tani yang membutuhkan KUT melaksanakan musyawarah
untuk menyusun RDKK sebagai dasar perencanaan kebutuhan kreditr secara
nyata

permohonan KUT diajukan oleh kelompok tani dalam bentuk RD KK kepada
koperasi/LSM

RDKI diajukan oleh kelompok tani kepada kopersi/LSM satu bulan sebelum

Jadwal pencairan kredit sesuai dengan yang tercantum dalam R DKK.

koperasi/LSM menyampaikan permohonan KUT kepada kantor bank setempat
dalam bentuk rekapitulasi RDKK disertai lampiran RDKK. pendukungnya

dokumen permohonan KUT hanya ditanda tangani oleh kepala desa/lurah,
ketua kelompok tani, PPL, pengurus koperasidan kepala kantor cabang bank,

tidak perlu dicontrasign oleh pejabat lain

22
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6. dalam hal koperasi berfungsi sebagai koperasi penyalur KUT, rekapitulasi
RDEKK sebagaimana dimaksud dalam butir empat dilengkapi dengan surat :
kuasa dari kelompok tani kepada koperasi

7. dalam hal permohonan KUT sebagaimana dimaksud dalam butir empat
disetujur oleh bank, maka penarikan kredit dilakukan oleh :

a. koperasi apabila berfungsi sebagai koperasi pemberi KUT

b. kelompok tani apabila koperasi berfungsi sebagai koperasi penyalw KUT
¢. LSM apabila berfungsi sebagai pemberi KUT

Sesual dengan rencana penarikan KUT yang diajukan berdasarkan RDK K

8. proses permohonan KUT sejak pengajuan oleh kelompok tani kepada
koperasi/LSM sampai dengan penanda tanganan akad kredit di bank pemberi
kredit dilaksanakan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari dan untuk
melaksanakan kegiatan tersebut, dilakukan langkah-langkah persiapan sedini
mungkin agar waktu proses pengajuan kredit tersebut tidak terganggu

9. akad kredit dengan benk harus sudah dilaksanakan 1 (satu) minggu sebelum
Jadwal pencairan kredit sesuai dengan rekapitulasi RDKK

L0, rincian proses seperti pada butir 8 (delapan) sebagai berikut :

4 proses penelitian oleh PPL atas kebenaran RDKK seperti nam; petani, luas
areal dan kebutuhan kredit paling lambat 7 (tujuh) hari

b. proses seleksi dan rekapitulasi RDKK oleh pengurus koperasi/LSM atas
bimbingan TTA paling lambat 7 (tujuh) hari

11. PPL bertanggung jawab penuh atas kebenaran RDKK yang memuat nama
petani, luas areal, dan kebutuhan nyata kredit

12. Penanda tanganan akad kredit oleh bank harus tepat waktu yaitu 7 (tujuh) hari
sebelum pencairan kredit yang tercantum dalam rekapitulasi RDEEK.

KUD “Bhinneka Tunggal Tka” menyalurkan KUT kepada anggotanya
dengan menggunakan pola pertama, yaitu bertindak sebagai KUD pemberi kredit
(executing agent), artinya dalam pelaksanaan KUT ini KUD “Bhinneka Tunggal
Ika” melaksanakan pemberian KUT kepada petani melalui kelompok tani.
Tanggung jawab pelaksanaan tugas dan pengembalian KUT berada pada KUD
“Bhinneka Tunggal Tka”,
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FUD “Bhinneka Tunggal Ika”, dalam melaksanakan tugasnya sebagai
executing agent didampingi oleh Petugas Penyuluh Lapangan (PKL) dari
Departemen koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah Kabupaten Jember dan
Tenaga Telnis Administrasi dari Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Jember.

Untuk mendapatkan KUT ini maka hal-hal yang perlu dilakukan oleh
petani/kelompok tami adalah dengan mengadakan rapat kelompok tani untuk
mensosiahsasikan KUT untuk musim tanam yang akan datang, sekaligus untuk
menyusun RDEEL Pengurus kelompok tani mengajukan RDEE dan  menanda
tanganr surat perjanjian bahwa kelompok tani yang bersangkutan akan melunasi
AT dersebut pada waktu yang diperjanjikan, serta memberikan sural kuasa
pencairan kredit dart bank kepada KUD “Bhinneka Tunggal Tka”.  Atas dasar
RDFI beserta surat perjanjian mengenai  kesanggupan kelompok tani
mengembalikan KUT tersebut maka KUD “Bhinneka Tunggal Ika” membuat
rekapitulasi RDEI yang ditanda tangani oleh ketua dan sekretaris KUD
“Bhinneka Tunggal Ika” serta disahkan oleh Camat Sukowono dan Balai
Penyulub Pertanian (BPP) Kecamatan Sukowono.

RDEE  dan rekapitulasi RDEK tersebut oleh KUD “Bhiuneka Tunggal
ke diajukan kekantor Departemen Koperasi, Pengusaha Fecil dan Menengah
Fabupaten Jember, dengan melampirkan :
|, surat permohonan pengajuan KUT
2. daliar susunan pengurus KUT
3. surat pernyataan petugas penyuluh lapangan (PPL) tentang kebenaran igian

RDEK
4. petikan Berita Acara Rapat Anggota Tahunan (RAT) KUD “Bhinneka

Tunggal Tka”

v

surat  pernyataan bahwa KUD “Bhinneka Tunggal Ika” sanggup
mendistribusikan KUT kepada petani
0. rencana penarikan dan pengembalian RDKK

~3

rekapitulast RDKK yang ditanda tangani ketua dan sekretaris KUD  certa
camat. Sebelum ditanda tangani oleh camat, RDKK tersebut telah diperiksa

oleh sekretaris penggerak Bimas tingkat kecamatan dan kepala BPP
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Fecumatan Sukowono. Rekapitulasi tersebut nantinya akan ditanda tangam
pula oleh Kepala Kantor Departemen Koperasi Pengusaha Kecil dan

Menengah Kabupaten Jember

8. sural keterangan bahwa KUD “Bhinneka Tunggal Tka * telah melunasi K .Ut

pada pelaksanaan pada tahun sebelumnya,

FUD “Bhinneka Tunggal Tka” mengajukan permohonan KUT tersebut
kepada bank pelaksana, yaitu Bank Raiyat Indonesia (BRI) Cabang Jember dalum
bentuk rekapitulasi RDEKK yang telah ditanda tangani oleh I{epala Fantor
Departemen Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah Kabupaten Jember dencan
melampirkan folo copy :

1. Surat ljin Usaha Perdagangan (SIUP)
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
3. Akte Badan Hukum KUD “Bhinneka Tunggal 1ka”

Sesudah penanda tanganan akad kredit di BRI Cabang Jember, KUD
“Bhinneka Tunggal 1lka” meminta rekomendasi pencairan KUT dari Departemen
Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah Kabupaten Jember untuk mencairkan
FUT tersebut di BRI Cabang Jember. Sesudah adanya pemberitahuan dari BRI
(‘abang Jember untuk mencairkan KUT tersebut, maka KUT tersebut oleh K. 1/D
“Bhinneka Tunggal Tka” diberikan kepada anggotanya yang tergabung dulan

kelompok-kelompok tant ini sesuai dengan jadwal yang telah disusun.

3.2 Pengembalian KUT oleh Anggota kepada KUD “Bhinneka Tunggal Iha”

antor Wilayah Departemen Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah
Jawa Tunur (1998 :2) menyebutkan Pengembalian KUT dilakukan melalui 2
(dua) cara, yaitu secara tunai atau dalam bentuk natura, yaitu

1. secara tunai:
berupa pengembalian pokok pinjaman dan bunga pinjaman
saat koperasi menerima pembayaran tunai dari petani, beban bunga petani
berhenti

Koperasi pada hari itu harus segera menyetorkan KUT ke bank pelaksana

25
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Dalam hubungannya dengan BRI Cabang Jember, KUD “Bhinneka
Tunggal [ka” berkewajiban menyetorkan KUT yang telah dikembalikan oleh
kelompok tani penerima KUT kepada BRI Cabang Jember.

Pelaksanaan KUT tahun 1998/1999 KUT sebesar Rp.904.202.336.- vang
terbagi menjacdi 2 (dua) g'?lombslmg, yaitu gelombang pertamna sebesar Rp.
537.43.012,- kepada 34 kelompok tani yang jatuh tempo pada bulan Desember
1999 dun gelombang dua sebesar Rp. 374.677.400,- kepada 16 kelompok yang
Jjatuh tempo pada bulan Februari 2000. '

Pada gelomBang pertama yang jatuh tempo pada  bulan Desember 1999,
Jumlah KUT yang harus disetorkan ke BRI Cabang Jember sebesar Rp.
537.434.012,- ditambah bunga sebesar 10,5 % pertahun. Namun KUT yang telai
dikembalikan baru berjumlah Rp. 154.1677.500,- (per 30 Desember 1999).

Terhadap kewajiban menyetorkan pengembalian KUT kepada BRI Cabang
Jerber, maka pengurus menyetorkan KUT sebesar Rp. 904.202.336,- ditambali
buniga modal sebesar 10,5 % pertahun yang berasal dari pengembaiian KUT oleh
anggota FLUD “Bhinneka Tunggal [ka” sebesar Rp. 219.302.500,-, Sedangkan
kekurangnya diambilkan dari dana untuk pelaksanaan KUT tahun  1999/2000,
selingga I7UD “Bhinneka Tunggal Ika” telah melaksanakan ke\v';iibwmya pada
BRIl Cabung Jember.

Dengan telah dilaksanakannya™kewajiban untuk “menyetor pengembalian
FUT kepada BRI Cabang Jember, KUD “Bhinneka Tunggal Tka” mempunyai
piutang kepada anggota penerima KUT yang belum melaksanakan prestasi berupa
pembayaran KUT kepada KUD “Bhinneka Tunggal Tka”.

Menurut  Soebekti  (1998:45), apabila si berhutang (debitur) tidak
melakukan apa yang dijanjikannya, maka dikatakan ia melakukan” wan prestasi™”,
la alpa atan lalal atau ingkar janji atau juga ia melanggar perjanjian bila ia
melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukan . Wan prestasi
(kelalain atan kealpaan) seseorang debitur dapat berupa empat macam
i tidak melakukan sesuatu apa yang disanggupi akan dilakukannya.

b. melaksanakan apa yang diperjanjikannya tetapi tidak sebagaimana

diperjanjitkan o

v o e o A
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melakukan wan prestasi yaitu dengan tidak melaksanakan kewajibannya untuk
membaya FKUT  sebagaimana mestinga maka pengembalian K UT yang
tertunggak itu harus ditanggung oleh koperasi/LSM yang , bersangkutan
Foperasi/LSM tersebut dituntut untuk mampu untuk menyelesajkzm perbuatan
wat prestast yang telah dilakukan oleh petanikelompok tani anggotanya itu.

Pengembalian ILUT oleh petani/kelompok tani dilakukan melalui 2 (cuu)
cara yaitu secara tunar dan dalam bentuk natura. Dari kedua cara tersebut sebagian
besar petanizkelompok tani mengembalikan dalam bentuk tunai, seperti halnyy
vang dilakukan oleh petani/kelompok tani anggota KUD “Bhinneka Tunggal Tka”
Fecamalan Sukowono, Kabupaten Jember.

Berdasarkan hasil penelitian penulis pada KUD “Bhinneka Tunggal Ika”
mi maka penulis dapat mengetahui bahwa pengembalian dalam bentuk natura
lebih menguntungkan jika dibandingkan dalam bentuk tunai karena petani yang
mengembalikan KUT dalam bentuk tunai harus menjual terlebih dahulu gabahnya
kepada pedagang gabah. Petani yang mengembalikan KUT delam bentuk natwa
(yaitu dengan menjual gabah kepada KUD), sebagian dari hasil penjualan gabah
tersebut digunakan untuk membayar KUT pada saat itu juga.

Feuntungan yang diperoleh dari pembayaran KUT dalam bentuk natura.
baik  bagi petani/kelompok tani dengan koperasi/KUD, menurut Fanwil
Departemen Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah Propinsi Jawa timur
[998:8) adalah

- koperasi/KUD mampu menyusun pola panen dan menyiapkan perangkat pos
pos pembelian gabah;

- keterkaitan usaha nyata antara koperasi dengan anggotanya;

- unit usaha pangan dan sarana pendukung (sarana pra dan pasca panen)
menjadi efektif;

- petani produsen memperoleh jaminan pasar dan harga;

- unit usaha simpan pinjam berkembang ;
koperasi/KUD dituntut pro aktif sehingga tunggakan kredit dapat diatasi
sedini mungkin.

Didalam pelaksanaan perjanjian KUT ini terkadang terjadi adanya

perbuatan wan prestasi yang dilakukan oleh petani/kelompok tani, antara lain

tidak membayar KUT sebagaimana mestinya atau membayar KUT namun
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terlambat. Adanya keterlambatan ini mengakibatkan terjadinya kerugian pada pihak
lain. '

Dalam pasal 1365 KUH Perdata disebutkan :

Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian pada orang lain,
mewajibkan orang yang karena salashnya menerbitkan kerugian itu mengganti
kerugian tersebut. _

Berdasarkan ketentuan dari pasal 1365 KUH Perdata tersebut dapat kita
ketahui bahwa orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum, vyang
mengakibatkan terjadinya kerugian pada pihak lain harus memberikan ganti rugl
kepada pihak yang dirugikannya itu. Dalam kaitannya dengan wan prestasi yang
dilakukan oleh petani/kelompok tani anggota koperasi/KUD terscbut muka
petani/kelompok tani yang telah melakukan wan prestasi tersebut harus memberikan
ganti rugi kepada koperasi/KUD tersebut karena koperasi/KUD melakukan akad
kredit dengan bank pelaksana didalam pelaksanaan KUT tersebut untuk kemudian
digalurkan kepada petani/kelompok tani yang bersangkutan, apabila koperasi/K.UD
tidak  dapat mengembalikan KUT tersebut sebagaimana mestin{a maka pihak
koperasi/KUD yang harus menanggung pengembalian KUT tersebut,

Dalam UU Pokok Perbankan Nomor 14 Tahun 1967 pasal 24 ayat (1)
discbutkan bahwa Bank Umum tidak memberikan kredit tanpa jaminan kepada
siapapun dengan demikian oleh undang-undang ditetapkan bahwa pemberian kredit -
harus dengan jaminan. (Thomas Suyatno, dkk, 1999 : 88).

Berdasarkan ketentuan pasal 1 ke 23 UU Nomor 10 Tabun 1998 tentang
Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan bahwa :

Agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur kepada bunk
dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan pringip gyariah.

Selain harus dengan jaminan, didalam memberikan kredit bank harus
mempunyai keyakinan mengenai kemampuan debitur didalam melunasi hutangnya
sebagaimana yang diatur dalam pasal 8 UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

disebutkan ;
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Dalam memberikan kredit, bank umum wajib mempunyai keyakinan atas
kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan
yang ditetapkan,

Dalam pasal 8 ayat(1) UU Nomor 10 tahun 1998 Tentang Perubahan atas
UU Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan disebutkan :

Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, Bank
Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan keyakinan berdasarkan analisis
yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur
untuk melunasi utangnya atau menghembalikan pembiayaan dimaksud sesuai
dengan yang diperjanjikan.

Yang menarik bahwa agunan/jaminan dari KUT tersebut hanyalah berupa
fiducia hasil usaha tani, artinya bahwa pihak bank pelaksana percaya bahwa
koperasi/KUD executing tersebut akan melunasi KUT sebagaimana yang
diperjanjikan, sehingga kerugian yang diderita oleh orang lain sebagai akibat dari
adanya perbuatan wan prestasi tersebut tidak dapat ditutup.

Berdasarkan  yurisprudensi-yurisprudensi mengenai Jaminan fiducia,
Khususnya berdasarkan Keputusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor
158/1950/Pdt tanggal 22 Maret 1951 menyebutkan :

Penyerahan hak milik secara kepercayaan hanya boleh mengenai barang bergerak
karena penyerahan han milik tersebut diperbolehkan sebagal kesempatan bug)
pihak yang berkepentingan untuk mengadakan lain perjanjian daripada perjanjiui
gadal yang diatur dalam titel XX Buku [ KUH Perdata, tetapi perjanjian itu
bagaimanapun harus meliputi barang bergerak tentang mana titel itu mengaturnya.

Yurigprudensi tersebul diatas dapat kita ketahui bahwa jaminan fiducia
adalah jaminan berupa kepercayaan atas debitur serta hanya dapat diberlakukan
pada benda bergerak saja.

Foperasi/KUD  dengan bank pelaksana perlu mengadakan akad kredit
dengan jaminan yang tidak teibatas pada benda bergerak saja melainkan juga pada
benda tidak bergerak sehingga petani/kelompok tani penerima KUT ini benar-
benar dapat melaksanakan kewajibannya membayar KUT tepat jumlah dan tepat
waktu. Namun yang terpenting dari kesemuanya itu adalah itikad baik dari
petani/kelompok tani untuk melunasi KUT sebagaimana vang diatu dalam pasal
1338 F.UH Perdata.
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Tidak tegasnya sanksi bagi petani, kelompok tani, pengurus koperasi,
L.SMPPL dan PKL yang menyalahgunakan dan pengembalian KUT, maka
banyak terjadi kasus penyalah gunaan dan pengembalian KUT, Kkhususnya
didalam pengembalian KUT, maka didalam pelaksanaan KUT ini perlu diambil
langkah langkah pengamanan khususnya oleh koperasi/KUD executing terhadap
petani/kelompok tani yang melakukan van prestasi terhadap pengembalian KUT
ini, seperti yang dilakukan oleh KUD “Bhinneka Tunggal Ika” yan{ melaknukan
pembaharuan utang atan novasi.

Pembaharuan utang atau novasi ini terdapat dalam pasal 1413 ke | KUH
Perdata yaitu ; ,

Ada tiga macam jalan untuk melaksanakan pembaha:ma.u utang :

I apabila seorang yang berutang membuat suatu peerikatan utang baru guna
orang yang mengutangkan kepadanya yang menggantikan utang yang lama
vang dihupuskan karenanya

2. apabila seorang berutang baru ditunjuk untuk menggantikan orang berutang

lama, yang oleh si berpiutang dibebaskan dari perikatannya.

e

apabila, sebagai akibat suatu persetujuan baru, seorang berpiutang buru
ditunjuk untuk mnggantikan orang berpiutang lama, terhadap siapa siberutang
dibebaskan dari perikatannya.

Novasi pada pasal 1413 ke 1 KUH Perdata tersebut diatus dinamakan
novasi obyektif, karena di situ yang diperbaharui adulah obyeknya perjanjian
(Soebekti, 1998 : 70).

Menurut Setiawan (1999 :116), bahwa novasi obyektif dapat terjac;
dengan :
L. mengganti atau mengubah isi daripada perikatan.
Penggantian perikatan terjadi, jika kewajiban debitur atas suatu prestasi
tertentu diganti oleh prestasi lain. Misalnya, kewajiban untuk membayar

sejumlah uang tertentu diganti dengan kewajiban untuk menyerahkan sesuatn
barang tertentu.

Mengubah sebab daripada perikatan. Misalnya ganti rugi atas dasar perbuatan
melawan hukum diubah menjadi utang piutang,

b
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Berdasarkan pendapat setiawan tersebut, maka langkah penyelesaian wan
prestasi yang dilakukan oleh KUD “Bhinneka Tunggal Tka” menggunakan cara
vang kedua, yaitu mengubah ganti rugi atas dasar perbuatan melawan hukum
menjadi utang piutang, '

Dengan diadakannya langkah-langkah pengamanan seperti fersebut diatus
maka kerugian yang diderita oleh negara akibat dari adanya wan prestasi ini dapat
ditekan seminimal mungkin sehingga dana KUT inj dapat digulirkan kembali
pada talm berikutnya dengan tanpa membebani keuangan négara pada masa yang

akan datang,
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BAB IV
KESIMPULAN DAN SARAN
4.1 Kesimpulan
Berdasarkan tulisan yang terdapat dalam bab-bab terdahulu maka dapat

ditarik kesimpulan sebagai berikut : .

1. Dari empat pola yang ada didalam penyaluran KUT kepada petani/kelompok
tani, KUD. “Bhinneka Tunggal Ika” menggunakan pola Pertama, yaitu KUD.
“Blunueka Tunggal Tka” bertindak sebagai koperasi pemberi kredit (execuling
agent), yaitu menyalurkan KUT dari bank pelaksana (Bank Rakyat Indonesia)

kepada petani melalui kelompok tani.

-

Pengembalian KUT oleh anggota kepada KUD. “Bhinneka Tunggal Tka”
dilakukan secara tunai, yaitu dengan membayar KUT dalam bentuk uang dan
dalam bentuk natura, yaitu dengan menyetorkan gabah kepada KUD. “Bhinneku
Tungal Tka” senilai dengan jumlah pinjaman KUT yang diterimanya.

3. Terhadap anggotanya yang melakukan wan prestasi maka upaya yang diambil
oleh KUD. “Bhinneka Tunggal Ika” adalah dengan melakukan pembaharuan
utang (Novasi) bagi anggota yang telah mengembalikan KUT lebih dari 75% dan
bagi anggota yang terlambat mengembalikan KUT maka bunga modal KUT-nya

tetap berjalan.

4.2 Saran
Saren yang dapat disumbangkan adalah :

I Berkenazan dengan pemberian KUT kepada anggotanya, hendaknya KUD
“Bhinne«a Tunggal Ika” benar-benar dapat melaksanakan fungsinya sebagai
pelaksana pemberi kredit (executing agent) kepada anggotanya, sehingga anggota
KUD. “Bhinneka Tunggal Ika” penerima KUT dapat merasakan langsung
manfaat diadakannya program KUT,
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Pengembalian KUT oleh anggota KUD. “Bhinneka Tunggal Tka” dalam bentuk
natura hendaknya dapat ditingka}tkml lagi pada masa-masa yang akan datang,
agar terjadi keterkaitan usaha nyata antara KUD “Bhinneka Tunggal Ika” dengan
anggotanya.

Perlunya peningkatan kesadaran pada anggota KUD “Bhinneka Tunggal Tka”
penerima KUT akan pentingnya program KUT bagi pembiayaan usaha taninya,
sehingga anggota benar-benar dapat melaksanakan kewajibannys untuk
mengeunakan dan mengembalikan KUT tepat jumlah, tepat tempat dan tepat

vwaki,
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